INDIKATOR KINERJR UTAMA
(IKU)

PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

P

JIn. Depati Parbo Nomor 24 Kota Sungai Penuh

Kode Pos 37114 :
Telepon 0748 ( 21186 - 22910 ) Faksimile 0748 - 21186 PNWP““@

Kotak Pos Nomor 35
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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Menimbang

Mengingat

NOMOR :91/KPN.W5-U4/SK.OT.1.3/11/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

da.

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,

bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-
Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN)
Tahun 2025-2045, maka perlu disusun Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh
untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam
pencapaian sasaran yang ditetapkan;

bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Negeri Sungai Penuh berlandaskan pada
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Sungai Penuh tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;



Memperhatikan:

-2-

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025;

Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasl dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan sebagaimana  telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun
2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator
Kinerja Utama;

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 173/SEK/SK/I1/2022 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU} pada Pengadilan
Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di
Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Jambi Nomeor
4 /SEK.W5-U/RA1.5/XI1/2024 tanggal 31 Desember
2024 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP jo Surat
Sekretaris Mahkamah Agung RI 4505/SEK.OT1.6/
XI1/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal
Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP;
Suwrat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nomor
22/KPN.W5-U4/SK.OT.1.6/1/2025 tentang Tim
Penyusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan
Negeri Sungai Penuh;




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

3

3. Hasil Rapat Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama
Tanggal 02 Januari 2025 tentang Pembahasan
Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri
Sungai Penuh;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI
PENUH.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang
digunakan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam
menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rencana
Strategis, dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah  (LKjIP) serta melaksanakan evaluasi
pencapaian kinerja

Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan
untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah
Agung dan Pengadilan Negeri Sungai Penuh agar tetap
memiliki  Indikator Kinerja yang valid untuk
dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 03 Februari 2025




Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Nomor : 91/KPN.W5-U4/SK.OT.1.3/11/2025

Tanggal : 03 Februari 2025

Dasar : SK SEKMARI Nomor 173/SEK/SK/1/2022
INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Persentase perkara ah perkara pidana vang diselesaikan tepat wakty ~ x 100% Panitera Laporan
pidana yang fah perkara pidana yang diselesaikan : Bulanan dan
diselesaikan tepat f Laporan
wakiu Catatan: Tahunan
e SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang
Penyelesalan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
® Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28
Aprit 2021 Perihal Pengendalian Penyelesalan Minutasi dan
Pemberkasan Perkara,
 Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan Informasi
jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
e Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang
diputus dan diminutasi pada tahun berjatan sesuai SEMA Nomor 2
Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima)
butan. B
Khusus untuk perkara Tipikor penyelesalan tepat waktu adalah 2
(dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberatasan Tindak Pidana mmpsi‘_ e
& Jumiah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan =




~ Persentase Perkara

| yang Tidak

 Mengajukan Upaya
~ Hukum Banding

Persentase Perkara
Pidana Anak yang
Diselesaikan dengan
Diversi

Peningkatan i’.emeri;‘a_se salinan
Efektivitas puitia packars
perdata yang

Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

pihak tepat waktu

disampalkan ke para

: il Panitera Laporan
Jumiah perkam yany dnse:‘esa.ikan : Bulanan dan
- Laporan
Catatan : : Tahunan

» Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya
hukum banding, i

« Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang dlputus dan

diminutasi pada tahun ber}alan

: : : : x100% Panitera Laporan
Jumilah perkam yandg divers.’ Bulanan dan
Laporan
Catatan : ' Tahunan

* Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak
di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan
berhasil melalui penetapan diversi berhasil,

 Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang
diajukan diversi.

» Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Jumigh Salingn putusan perdata yang diminutasi- Panitera Laporan
dan dikirim tepat waktu x 100% / Bulanan dan
Jumloh putusan perdata yang diminutasi/dikidim ‘Laporan
Tahunan
Catatan :

« Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.

 SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pemrampaian Salinan dan
Petikan Putusan.

o jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah
“diputus/dikirimkan !

& Surat Dirjen Badilum Nomor mfwmm.czafamn Tanggal 28
April 2021 Perihal Pengendalian Penyaiesaian Minutasi dan
Pemberkasan Perkara.

* Jumlah salinan put yang di mi i dan dikirim tepat waktu
adalah jumlah. perwampa}an salinan putusan kepada para pihak
dengan ketentuan peryampaian yaitu untuk salinan. ams_p_eﬂsa_ra:
pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak




sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan
jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. ;

« Jurmiah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan dimlnu‘sasl
pada tahun beqaian

Persentase perkara X 100% Panitera Laparan

yang diselesaikan Tormicih perkm vang md;asr ' Bulanan dan
melalui mediasi B Laporan
Catatan : ; Tahunan
» PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan,

* Jumiah yang diselesaikan melalui medxaﬂ adalah Jumlah perkara
yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan
dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak
dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh
mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai
mediasi berhasil.

= Jumiah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara p

gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan

Persentase perkara 1€ Panitera Laporan
yang diselesaikan Jamfm‘l perkam yang dlajukm desdesafkcn df luar gaedung pengadilan Bulanan dan
diluar gedung Lap_bran
pengadilan Catatan : : i Tahunan

» PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum
Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

s Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar
gedung Pengadilan (Zetting Plaatz, sidang keliling maupun gedung-
gedung lainnya}



(dieksekusi)

» Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumiah
pelaksanan eksekusi, Penetapan non excutable harus dianggap
sebagai pelaksanaan eksekusi.

« Jumlah permohonan eksekusi adalah jumiah permohonan eksekusi
yang diajukan pihak ditahun berjalan. ;

» BHT: Berkekuatan Hukum Tetap

= Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang
dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan

~ permohonan eksekusi i

* Jumlah putusan perkara perdats yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti  dengan
aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.




Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh
Nomor :91/KPN.W5-U4/SK.OT.1.3/11/2025
Tanggal : 03 Febrauari 2025

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH TAHUN 2025

- Persentase PerkaraPerdfataya:__ L
'-*-_=_'Uiseiesa|kan Tepat:Waktu -

Persentase pérl&ara pidana w}én_g 97%

diselesaikan tepat waktu

~ Persentase PerkarayangTidak ~ 80%

Pe;ént.a'se Perlllt.a'.ra Yang ;i;Idak i 859%.
Mengaiuka‘n.Upay'a Hukum Kasasi
~ Persentase Perkara Anak yang
D!esaikan dengan niversi' |

lndex Perseps: Pencari Keadllan 100% |
Yang Puas Terhadap Layanan

Peradilan

lumiah Putusan Yang e

' Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan Perkara  100%
Pengelolaan Penyelesaian Perdata yang disampaikan ke para

Perkara Pihak tepat waktu

Persentase Perkara yang 10%

Diselesaikan Melalui Mediasi



11. Meningkatnya Akses ' Persentase perkara prodeo yaﬁg :
Peradilan bagi Masyarakat diselesaikan .
- Miskin dan Terpinggirkan
T e :Persentase Pﬁrkara vang - ‘

. 'dlselesalkan dlluar gedung

.' '-"_:”-.__-_f-%_;pengadllan £y :' -

o ST e i Persentase Pencan Keadulan o 1.00%'
Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum |

- (Posbakum)

13. Menmgkatnya l(epatuhan : Persentase Putusan Perkara 45%

terhadap Putusan Pengadllan Perdata vang Dltmdak fan;utt _\ = -
o '_'_'_-;".’{Dleksekusﬂ - .

Sasaran Startegis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:

Kegiatan: Anggaran:

1. DIPA 03 Dirjen Badilum Rp. 93.207.000,-

2. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
a) Belanja Modal Rp. 613.421.000,-
b) Non Operasional Rp. 700.000,-
c¢) Gaji dan Tunjangan Rp.  2.740.208.000.-
d) Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp. 1.178.026.000,-
e) Layanan Pemantauan dan Evaluasi Rp. 300.000.-

Rp. 4.532.655.000,-

KETUALRENGADILAN NEGERI

.H., M.H




